
BUPATI BADUNG 

PROVINSI BALI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR 6 TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2029 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang: a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan daerah yang 
berkeadilan, inklusif, akuntabel, berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan diperlukan kejelasan tahapan, 
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program 
prioritas pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem 
perencanaan pembangunan nasional; 

b. bahwa pembangunan daerah sebagai upaya sistematik 
pemanfaatan sumber daya yang melibatkan berbagai 
unsur pemangku kepentingan untuk mewujudkan 
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, 
kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses 
dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah 

perlu didukung suatu perencanaan pembangunan daerah, 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- 

'Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang mengamanatkan rencana pembangunan 
jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan 
daerah; 



Mengingat : 

-2- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah ‘Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung 
Tahun 2025-2029; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; . Undarig-Undang.Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4/, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan-Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 856); . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856}; 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987); 
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024- Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 7009); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5887}, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 19); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 



14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

-4- 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447}; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); - 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419); ° 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Nomor 4); 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 
2023-2043 {Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali 

Nomor 15); 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); - 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3); 
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun . 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 23. 

Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 
2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Badung Nomor 5); 
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 
2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Badung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Badung Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Badung Nomor 4); 
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Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

dan 

BUPATI BADUNG 

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN . JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2029. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 

* 

Daerah adalah Kabupaten Badung. 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Badung. 
Bupati adalah Bupati Badung.., 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Badung. 
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan 
berakhirnya masa jabatan Bupati. 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana 
yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen . perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan 
pembangunan Daerah. 
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Misi adalah rumusan urnum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 
Sasaran adalah rumusan kondisi yang 
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil 
pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh 
dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat 
Daerah. 

Strategi adalah langkah berisikan program-program 
sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat 
Daerah untuk mencapai sasaran. “
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 
kerangka kerja untuk menyelesaikan " permasalahan 

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 
bertahap sebagai penjabaran strategi. 
Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 

penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan 
secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. 
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas 
dan fungsi. 

> 

BAB II MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN 

(1) 

(2) JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA 

Pasal 2 

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan 
Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, 
Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan 
Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas 
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana 
pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata 
ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka 
menengah nasional. 

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi 
sebagai: 
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a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah 
dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun; 

b. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah sesuai periode RPJMD; 

c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai dengan 
periode RPJMD; 

d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode 
RPJMD; dan 

e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah sesuai periode RPJMD. 

BAB Til 

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA 

Pasal 3° 

(1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 terdiri atas: 

BABI : PENDAHULUAN 

BABIL : GAMBARAN UMUM DAERAH 

BAB IIL : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS 
PEMBANGUNAN DAERAH 

BABIV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DAERAH 

BABV : PENUTUP 

{2) Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 4 

-RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 



BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta 
Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada _ tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Badung. 

Ditetapkan di Mangupura 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI: 

(6 , 38 / 2025) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Anak Agung Gde Asteya Yudhya 
NIP. 19720510 199903 1 008 


